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S PAJAK DAERAH

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak Daerah
1.Pajak Propinsi
2.Pajak Kabupaten/Kota
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s PAJAK PROPINSI (1)

Pajak Propinsi , meliputi:

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak : Orang pribadi atau badan yang memiliki
dan/atau menguasai kendaraan bermotor

Objek Pajak : Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan
bermotor.

Termasuk dalam pengertian Kendaraan bermotor adalah
kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang
dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan
bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor
GT 5 (5 Gross Tonnage) sampai dengan GT 7.
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PAJAK PROPINSI (2)

Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor :

- Kereta api
-Kendaraan yg semata-mata digunakan untuk pertahanan dan

keamanan negara
-Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan,

konsulat, perwakilan negara asing dgn asas timbal balik & lembaga-
lembaga internasional yg mem- peroleh fasilitas pembebasan pajak

dari pemerintah
- Objek pajak lainnya yg ditetapkan dim peraturan daerah

Dasar Penggenaan Pajak (DPP) : Hasil perkalian dari 2 unsur
pokok, vyaitu Nilai jual kendaraan bermotor & Bobot yang
mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau
pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor
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PAJAK PROPINSI (3)

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor :

a. Kendaraan Bermotor Pribadi

-Utk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah
sebesar 1% dan paling tinggi 2%

- Utk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya
tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2% dan
paling tinggi sebesar 10%

b.Angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial
keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah daerah, dan
kendaraan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah
paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%

c.Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan
paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%
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PAJAK PROPINSI (4)

UNIVERSITAS

. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Subjek Pajak : Orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan
kendaraan bermotor

Objek Pajak : Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor

Bukan Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor :

- Kereta api

- Kendaraan yg semata-mata digunakan untuk pertahanan dan keamanan
negara

- Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat,
perwakilan negara asing dgn asas timbal balik & lembaga-lembaga
internasional yg mem- peroleh fasilitas pembebasan pajak dari
pemerintah

- Objek pajak lainnya yg ditetapkan dlm peraturan daerah
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o PAJAK PROPINSI (5)

DPP : Nilai Jual Kendaraan Bermotor

Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:
a.Penyerahan Pertama sebesar 20%
b.Penyerahan Kedua da seterusnya sebesar 1%

Dan khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan
alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif
pajak ditetapkan paling tinggi sbb :

a.Penyerahan pertama sebesar 0,75% dan

b.Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%
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PAJAK PROPINSI (6)

. Pajak Bahan Bakar

Objek Pajak : bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan
atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor,
termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air

Subjek Pajak : konsumen bahan bakar kendaraan bermotor

DPP : nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum
dikenakan PPN

Tarif Pajak : Paling tinggi sebesar 10% (ditetapkan dengan
peraturan daerah)

>/I www.bsi.ac.id 4 N N N YN e T Copyright © September 2023




PAJAK PROPINSI (7)

—Pajak Air Permukaan
Objek Pajak : Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan

Bukan Objek Pajak :

a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan utk keperluan
dasar rumah tangga, pengairan pertanian & perikanan rakyat, dgn
tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan
perundang-undangan

b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air permukaan lainnya yang
ditetapkan Perda

Subjek Pajak : Orang pribadi atau badan yang dapat melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan
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PAJAK PROPINSI (8)

DPP : Nilai perolehan Air permukaan

Nilai perolehan Air permukaan dinyatakan dlm rupiah yang dihitung dgn
mempertimbangkan sebagian atau seluruh nya faktor-faktor berikut
ini : Jenis sumber air, Lokasi sumber air, Tujuan pengambilan
dan/atau pemanfaatan air, Volume air yang diambil dan/atau
dimanfaatkan, Kualitas air, Luas areal tempat pengambilan dan/atau
pemanfaatan air, Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan
oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air

Penggunaan faktor-faktor tsb disesuaikan dengan kondisi masing-
masing Daerah dan besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Tarif Pajak : Paling tinggi sebesar 10% (ditetapkan dengan peraturan
daerah)
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PAJAK PROPINSI (9)

—Pajak Rokok
Objek Pajak : Konsumsi rokok (yg meliputi Siraget, Cerutu,
dan Rokok Daun)

UNIVERSITAS

Bukan Objek Pajak : Rokok yg tdk dikenai cukai berdasar
kan peraturan perundang-undangan dibidang cukai

Subjek Pajak : Konsumen Rokok
DPP : Cukai yg ditetapkan oleh Pemerintah thdp Rokok

Tarif Pajak : 10% dari Cukai Rokok
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PAJAK KABUAPATEN / KOTA (1)

1. Pajak Hotel

Objek Pajak : Pelayanan yg disediakan hotel dgn pem- bayaran,
termasuk jasa penunjang sbg kelengkapan hotel yg sifatnya
memberi kemudahan & kenyamanan (fasilitas olahraga &
hiburan, fasilitas telepon, fax, teleks, internet, fotokopi,
pelayanan cuci, seterika, transfortasi, dan fasilitas sejenis
lainnya yang disediakan/dikelola hotel).

Bukan Objek Pajak :

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau Pemda

b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya

c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan/kegiatan keagamaan
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— Y 774
PAJAK KABUAPATEN / KOTA (2)

. Jasa tempat tinggal di RS, asrama perawat, panti jompo, panti
asuhan & panti sosial lainnya yg sejenis

. Jasa biro perjalanan/perjalanan yang diselenggarakan oleh
hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum

Subjek Pajak : Orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayarankepada orang ©pribadi atau badan yang
mengusahakan hotel

DPP : Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada
Hotel

Tarif Pajak : Paling tinggi sebesar 10% (ditetapkan dengan Perda)
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Objek Pajak : Pelayanan yang disediakan oleh Restoran (meliputi
pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh
pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain)

Bukan Objek Pajak : Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai
penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah

Subjek Pajak : Orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau
minuman dari Restoran

DPP : Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima
Restoran

Tarif Pajak : Paling tinggi sebesar 10% (sesuai dgn Perda)
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PAJAK KABUAPATEN / KOTA (4)

3. Pajak Hiburan

Objek Pajak : Tontonan Film, Pagelaran kesenian, musik, tari,
dan/atau busana, Kontes kecantikan, binaraga, Pameran,
Diskotik, karaoke, klab malam, Sirkus, akrobat, dan sulap,
Permainan bilyar, golf, dan boling, Pacuan kuda, kendaraan
bermotor, dan permainan ketangkasan, Panti pijat, refleksi, mandi
uap/spa dan pusat kebugaran, dan Pertandingan olahraga

UNIVERSITAS

Subjek Pajak: Orang pribadi / badan yg menikmati hiburan

DPP : dJmlh uang yg diterima atau yg seharusnya diterima oleh
penyelenggara hiburan termasuk potongan harga tiket Cuma-
Cuma yg diberikan kepada penerima hiburan
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k4 PAJAK KABUAPATEN / KOTA (5)

Tarif Pajak : Paling tinggi sebesar 35%

Khusus untuk pajak hiburan berupa pagelaran busana,
kontes kencatikan, diskotik, karaoke, klab malam,
permainan ketangkasan, panti pijat, & mandi uap/spa, tarif
pajak hiburan dpt ditetapkan paling tinggi sebesar 75%
Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif
pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
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PAJAK KABUAPATEN / KOTA (6)

4. Pajak Reklame

Objek Pajak : Semua peyelenggaraan Reklame, yang meliputi :
Reklame papan / bilboard / videotron / megatron, Reklame kain,
Reklame melekat, stiker, Reklame selebaran, Reklame berjalan,
termasuk pada kendaraan, Reklame udara, Reklame apung,
Reklame suara, Reklame film / slide. Reklame peragaan

Bukan Objek Pajak :

a. Penyelengaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta
harian, warta mingguan, warta bulanan

b. Label/merek produk vyang melekat pada barang yg
diperdagangkan, yg berfungsi untuk membedakan dari produk
sejenis lainnya
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PAJAK KABUAPATEN / KOTA (7)

c. Nama pegenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada
bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dgn
ketentuan yg mengatur nama pengenl usaha tersebut atau profesi
tersebut

d. Reklame yg diselengarakan oleh pemerintah atau perda

e. Penyelenggaraan reklame lainnya yg ditetapkan dgn peraturan
daerah

UNIVERSITAS

Subjek Pajak: Orang pribadi atau badan yg menggunakan reklame
DPP : Nilai sewa reklame

Tarif Pajak : Paling tinggi sebesar 25%
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PAJAK KABUAPATEN / KOTA (8)

. Pajak Penerangan Jalan
Objek Pajak : penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri
maupun yg diperoleh dari sumber lain

Bukan Objek Pajak :

a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah
Daerah

b. Penggunaan tenaga listrik pd tempat2 yg digunakan oleh kedutaan,
konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik

c. Penggunaan tenaga listrik yg dihasilkan sendiri dgn kapasitas ttt yg
tdk memerlukan izin dr instansi teknis terkait

d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yg diatur dgn perda

Subjek Pajak: Orang pribadi atau badan yg dapat menggunakan
tenaga listrik
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PAJAK KABUAPATEN / KOTA (9)
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a.Jika tenaga listrik berasal dari sumber lain dgn pembayaran, maka
nilai jual tenaga listrik adlh jmlh tagihan biaya beban / tetap ditambah
dgn biaya pemakaian kWh/variabel yg ditaginhkan dim rek listrik.
b.Jika tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung
berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka
waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yg berlaku di wilayah
daerah ybs

Tarif Pajak : Paling tinggi sebesar 10%. Penggunaan tenaga listrik
dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas
alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar
3%, sedangkan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri,
tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%
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PAJAK KABUAPATEN / KOTA (10)

o—rajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Objek Pajak : kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yg
meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu
apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit,
granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer,
nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, phospat,
talk, tanah serap, tanah diatone, tanah liat, tawas, tras, yarosit, zeolit,
basal, trakkit, dll

Bukan Objek Pajak :

a. Kegiatan pengambilan Mineral bukan logam dan batuan yg nyata2
tidak dimanfaatkan secara komersial, sprt kegiatanpengambilan tanah
untuk keperluan rumah rangga, pemancangan tiang listrik/telepon,
penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas

>/I www.bsi.ac.id 4 N N N YN e T Copyright © September 2023




— Ny I/<
L 4  PAJAK KABUAPATEN / KOTA (11)

. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam & batuan yg
merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yg tidak
dimanfaatkan scr komersial

c. Pengambilan Mineral bukan logam dan batuan lainnya yg
ditetapkan dgn Peraturan Daerah

Subjek Pajak: org pribadi atau badan yg dapat menggambil Mineral
Bukan logam dan batuan

DPP : Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan
yg dihitung dgn mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dgn
nilai pasar atau harga standar masing2 jenis mineral bukan logam
dan batuan

Tarif Pajak Paling tinggi sebesar 10% (ditetapkan dengan Perda)
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PAJAK KABUAPATEN / KOTA (12)

. Pajak Parkir

Objek Pajak : penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan,
balk yg disediakan sbg suatu usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor

Bukan Objek Pajak :

a. Penyelenggaraan tempat parkir olen pemerintah dan pemerintah
daerah

b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yg hanya
digunakan untuk karyawannya sendiri

c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan
perwakilan negara asing dgn asas timbal balik

d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yg diatur dgn peraturan
daerah
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PAJAK KABUAPATEN / KOTA (13)

ubjek Pajak : Orang pribadi atau badan yg melakukan
parkir kendaraan bermotor

UNIVERSITAS

DPP : Jumlah pembayaran atau yg seharusnya dibayar
Kpd penyelenggara tempat parkir, termasuk potongan
harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yg diberikan kpd
penerima jasa parkir

Tarif Pajak Paling tinggi sebesar 30%
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PAJAK KABUAPATEN / KOTA (14)

. Pajak Air Tanah
Objek Pajak : Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

Bukan Objek Pajak :

a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan
dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat,
serta peribadatan

b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur
dengan peraturan daerah Penyelenggaraan tempat parkir oleh
perkantoran yg hanya digunakan untuk karyawannya sendiri
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Subjek Pajak : Orang pribadi/badan yang melakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Tanah
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PAJAK KABUAPATEN / KOTA (15)

PP : nilai perolehan air tanah yg ditetapkan dgn
peraturan bupati/walikota. Nilai perolehan air tanah
dinyatakan dim rupiah yg dihitung dgn mempertimbangkan
sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut : Jenis sumber
air, Lokasi sumber air, Tujuan pengambilan dan/atau
pemanfaatan air, Volume air yg diambil dan/atau di
manfaatkan, Kualitas air, Tingkat kerusakan lingkunganyg
diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air
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Tarif Pajak Paling tinggi sebesar 20%
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PAJAK KABUAPATEN / KOTA (16)

. Pajak Sarang Burung Walet
Objek Pajak : Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang
burung walet

Bukan Objek Pajak :

a. Pengambilan sarang burung walet yg telah dikenakan
penerimaan Negara bukan pajak

b. Kegiatan pengambilan dan/atau pengusahan sarang burung
walet lainnya yg ditetapkan dgn perda

Subjek Pajak : Orang pribadi atau badan yg melakukan
pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet
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PAJAK KABUAPATEN / KOTA (17)

PP : Nilai jual sarang burung walet yg dihitung
berdasrkan perkalian antara harga pasran umum sarang
burung walet yg berlaku di daerah yg bersangkutan dgn
volume sarng burung walet
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Tarif Pajak Paling tinggi sebesar 10%
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